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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.11/KB/1/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Badan dan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, yang disusun berdasarkan skala prioritas
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, perlu ditetapkan dalam suatu Program
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5058);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Badan  Meteorologi, Klimatologi, dan  Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 25);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2025.

Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan ini.

Penyusunan peraturan perundang-undangan Tahun 2025,
terdiri dari Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

Penyusunan peraturan perundang-undangan Tahun 2025
yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025,
dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan
dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum.



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya
Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, AN GEOFISIKA,

l A KARNAWATI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.11/KB/1/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2025

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025

TINGKAT
STATUS PENGGARAPAN
o S T GENS] T UN(E:I} G| T UNIT’l‘/ TARGET T,
NO. JENIS PERATURAN JUDUL URGENSI PEMBENTUKAN BIRO HUKUM | PENANGGUN ERKATI KET.
BARU | PERUBAHAN DARI PELA];{:I.::W AAN INTERN DAN JAWAB ESELON I PENYELESAIAN
ORGANISASI
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
1 |Peraturan BMKG Pelayanan Informasi Meningkatkan efisiensi dan kualitas Pencabutan Direktorat DM Januari 2025 Luncuran 2024
Meteorologi Maritim layanan informasi meteorologi maritim Peraturan BMKG Meteorologi
dan aksesibilitas informasi cuaca bagi Nomor 10 Tahun Maritim
pengguna 2019 tentang
Pelayanan
Informasi
Meteorologi
Maritim
2 |Peraturan BMKG Penyelenggaraan Guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 V Deputi Bidang |DMC Februari 2025 Luncuran 2024
Modifikasi Cuaca huruf ¢ Peraturan Presiden Nomor 12 Modifikasi
Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Cuaca
Klimatologi, dan Geofisika perlu
melakukan pengaturan mengenai
penyelenggaraan modifikasi cuaca
3 |Peraturan BMKG Jabatan, Kelas Jabatan, |Menyesuaikan nomenklatur jabatan Pencabutan Biro Sumber SU, DM, DK, |Februari 2025 Luncuran 2024
dan Tunjangan Kinerja yang terdapat pada jabatan, kelas Peraturan BMKG Daya Manusia |DG, DI dan
jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai Nomor 1 Tahun dan Organisasi |Satker
2020 tentang Mandiri
Jabatan, Kelas
Jabatan, dan
Tunjangan Kinerja
berikut
perubahannya
4 |Peraturan BMKG Pencabutan Peraturan Terdapat perubahan organisasi N Pencabutan Biro Umum dan |SU, DM, DK, |Mei 2025 Luncuran 2024
Badan Meteorologi, sehingga membutuhkan penyesuaian Peraturan BMKG Keuangan DG, DI dan
Klimatologi, dan Geofisika [dalam pengaturan pakaian dinas harian Nomor 3 Tahun Satker
Nomor 3 Tahun 2020 Mandiri
. . 2020 tentang
tent.ang Pakaian Dinas Pakaian Dinas
Harian .
Harian
5 |Peraturan Kepala BMKG Kendaraan Fungsional Guna mewujudkan pengelolaan barang N N Biro Umum dan |SU, DM, DK, |Februari 2025 Luncuran 2024
milik negara yang tertib, terarah, efektif, Keuangan DG, DI dan
optimal, dan akuntabel Satker
6 |Peraturan Kepala BMKG Pakaian Dinas Harian Guna memelihara solidaritas, N N Biro Umum dan |SU Mei 2025 Luncuran 2024
persatuan, dan kesatuan pegawai, Keuangan
meningkatkan citra, wibawa, disiplin,
tanggung jawab, dan membangun
identitas pegawai
7 |Peraturan BMKG Kerja Sama Panduan dalam pelaksanaan kerja Peraturan Kepala N Biro Hukum, SU, DM, DK, | Desember 2025 |Luncuran 2024
sama di lingkungan Badan Meteorologi, BMKG Nomor 8 Hubungan DG, DI dan
Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2014 tentang Masyarakat, dan|Satker
Kerja Sama di Kerja Sama Mandiri
Lingkungan BMKG




TINGKAT

STATUS PENGGARAPAN
NO JENIS PERATURAN JUDUL URGENSI PEMBENTUKAN BIRO HUKUM PEN:I?(;EUNG TE:.I:(ZT/ TARGET KET
BARU | PERUBAHAN DARI PELA:::::? AAN INTERN DAN JAWAB ESELON I PENYELESAIAN
ORGANISASI
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (1) (12) (13)
8 |Peraturan BMKG Walidata dan Produsen Peraturan terkait penunjukan walidata \/ Pasal 14 ayat (3) N Direktorat SU, DM, DK, [Desember 2025 |Luncuran 2024
Data Meteorologi, dan produsen data meteorologi, dan Pasal 15 ayat Database DG, DI dan
Klimatologi, dan Geofisika |klimatologi, dan geofisika nasional (2) Peraturan Satker
Nasional Presiden Nomor Mandiri
39 Tahun 2019
tentang Satu Data
Indonesia
9 |Peraturan BMKG Pencabutan Peraturan Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pencabutan N Biro Sumber SU, DM, DK, [Desember 2025 |-
Badan Meteorologi, BMKG sudah tidak relevan sehingga Peraturan BMKG Daya Manusia |DG, DI dan
Klimatologi, dan Geofisika |diperlukan Peraturan BMKG baru Nomor 4 Tahun dan Organisasi |Satker
Nomor 4 Tahun 2018 2018 tentang Mandiri
tentang Rincian Tugas Rincian Tugas Unit
Unit Kerja di Lingkungan Kerja di Lingkungan
Badan Meteorologi, BMKG
Klimatologi, dan Geofisika
10 |Peraturan BMKG Alat Operasional Utama |Peraturan terkait jenis, kriteria, dan \/ N Biro DM, DK, DG, |Desember 2025 |Luncuran 2024
Meteorologi, Klimatologi, |pengelolaan peralatan operasional Perencanaan DI
dan Geofisika utama pada BMKG
11 |Peraturan BMKG Pelaksanaan Pembinaan [Sebagai kebijakan pengintegrasian data \/ \/ Biro Hukum, SU, DM, DK, [Desember 2025 |Luncuran 2024
Pengamatan dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hubungan DG, DI dan
Pengelolaan Data Masyarakat, dan|Satker
Meteorologi, Klimatologi, Kerja Sama Mandiri
dan Geofisika
12 |Peraturan BMKG Pencabutan Peraturan Uraian Fungsi Organisasi Jabatan N Pencabutan v Biro Sumber SU, DM, DK, |Desember 2025 |-
Badan Meteorologi, Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Peraturan BMKG Daya Manusia |DG, DI dan
Klimatologi, Dan Geofisika|Koordinator Jabatan Fungsional di Nomor 10 Tahun dan Organisasi |Satker
Nomor 10 Tahun 2020 Lingkungan BMKG sudah tidak relevan 2020 Mandiri
Tentang Uraian Fungsi sehingga diperlukan pencabutan
Organisasi Jabatan dengan Peraturan BMKG baru
Pimpinan Tinggi Pratama
dan Tugas Koordinator
Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kantor Pusat
Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
13 |Peraturan BMKG Uraian Fungsi Jabatan Guna meningkatkan kelancaran N Pasal 112 N Biro Sumber SU, DM, DK, |Desember 2025 |-
Pimpinan Tinggi Pratama |pelaksanaan tugas dan fungsi dan Peraturan BMKG Daya Manusia |DG, DI dan
penataan kelembagaan Kantor Pusat Nomor 2 Tahun dan Organisasi |Satker
BMKG perlu menjabarkan uraian tugas 2024 tentang Mandiri
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Organisasi dan
Tata Kerja BMKG
14 |Peraturan BMKG Kehadiran Pegawai dan Peraturan terkait dengan pemberian Pencabutan N Biro Sumber SU, DM, DK, |Desember 2025 [Luncuran 2024
Tunjangan Kinerja tunjangan kinerja pegawai berdasarkan Peraturan BMKG Daya Manusia |DG, DI dan
komponen penilaian kehadiran, Nomor 2 Tahun dan Organisasi |Satker
produktivitas kerja, dan sasaran kerja 2019 Mandiri
pegawai




TINGKAT

STATUS PENGGARAPAN
NO JENIS PERATURAN JUDUL URGENSI PEMBENTUKAN BIRO HUKUM PEN:I?(;EUNG TEII;.I:(ZT/ TARGET KET
BARU | PERUBAHAN DARI PELA];{:::? AAN INTERN DAN JAWAB ESELON I PENYELESAIAN
ORGANISASI
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (1) (12) (13)
15 |Peraturan BMKG Pedoman Formasi Peraturan terkait formasi jabatan v N Pusat SU, DM, DK, [Desember 2025
Jabatan Fungsional fungsional bidang meteorologi, Pembinaan DG, DI dan
Analis Meteorologi dan klimatologi, dan geofisika di lingkungan Jabatan Satker
Klimatologi, Analis BMKG Fungsional Mandiri
Geofisika, Pengelola
Instrumentasi
Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika dan
Pranata Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
16 |Peraturan BMKG Petunjuk Pelaksanaan Peraturan terkait petunjuk pelaksanaan N N Pusat SU, DM, DK, [Desember 2025
dan Petunjuk Teknis dan petunjuk teknis jabatan fungsional Pembinaan DG, DI dan
Jabatan Fungsional di di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Jabatan Satker
Bidang Meteorologi, Geofisika Fungsional Mandiri
Klimatologi, dan Geofisika
17 |Peraturan BMKG Pedoman Supervisi Dalam rangka pendampingan dan \/ \/ Direktorat Tata |DMC, DM Desember 2025
Pelaksanaan Modifikasi pengawasan penyelenggaraan Kelola
Cuaca modifikasi cuaca yang dilaksanakan Modifikasi
oleh Badan Hukum Indonesia perlu Cuaca
menetapkan Peraturan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Pedoman Supervisi
Pelaksanaan Modifikasi Cuaca
18 |Peraturan BMKG Tata Cara Perolehan Dalam rangka pemberian layanan jasa V V Direktorat Tata |DMC, DM Desember 2025
Tanda Daftar Pelaksana |modifikasi cuaca, Badan Hukum Kelola
Modifikasi Cuaca Indonesia harus memiliki tanda daftar Modifikasi
yang diterbitkan oleh Badan Cuaca
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
19 |Peraturan Kepala BMKG |Organisasi Kearsipan Guna mewujudkan tertib administrasi V Pencabutan N Biro Umum dan |SU, DM, DK, |Desember 2025
dalam penyelenggaraan kearsipan di Peraturan Kepala Keuangan DG, DI dan
tingkat nasional yang meliputi BMKG Nomor 8 Satker
penetapan kebijakan, pembinaan Tahun 2022 Mandiri
kearsipan dan pengelolaan arsip,
dipandang perlu menyusun organisasi
kearsipan di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
20 |Peraturan Kepala BMKG |Jadwal Retensi Arsip di Sebagai pedoman dalam penyusutan V Pencabutan N Biro Umum dan |SU, DM, DK, |Desember 2025
Lingkungan BMKG arsip di lingkungan BMKG Peraturan Kepala Keuangan DG, DI dan
BMKG Nomor 2 Satker
Tahun 2014 tentang Mandiri
Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non
Keuangan dan Non
Kepegawaian BMKG,
Pencabutan Perka
Nomor 18 Tahun
2014 tentang
Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Keuangan
dan Kepegawaian
BMKG, dan
Pencabutan Perban
Nomor 1 Tahun
2018 tentang
Jadwal Retensi Arsip
Substantif BMKG




TINGKAT

STATUS PENGGARAPAN
NO JENIS PERATURAN JUDUL URGENSI PEMBENTUKAN (o] PEN:I?(;EUNG TE:IIE;I;T/ TARGET KET
3 BIRO HUKUM .
BARU | PERUBAHAN DARI PELA:::::? AAN INTERN DAN JAWAB ESELON I PENYELESAIAN
ORGANISASI
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (1) (12) (13)
21 |Peraturan Kepala BMKG BMKG Coorporate Sebagai pedoman untuk membangun x’ Pencabutan Perka \/ Pusat SU, DM, DK, [Desember 2025
University dan menerapkan sistem manajemen BMKG Nomor 7 Pengembangan |[DG, DI dan
talenta yang terintegrasi Tahun 2021 Sumber Daya Satker
tentang BMKG Manusia Mandiri
Corporate
Universitv
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